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Abstract, This paper discusses efforts to maintain the trust and reputation of the Medical Tourism industry in 

Indonesia. The industry has grown rapidly in recent years, with many international patients coming to Indonesia 

for medical treatment. The success of this industry relies heavily on consumers' trust in the quality of medical 

services and the protection they receive throughout the treatment process. Medical ethics, licensing and 

consumer protection regulations play a key role in ensuring that international patients receive safe, quality and 

ethical care in Indonesia. Medical ethics regulations will regulate the behavior of medical professionals and 

direct the standards of care that must be adhered to. Licensing functions as a mechanism for monitoring and 

controlling the quality of medical facilities and existing medical practices. Meanwhile, consumer protection is 

important to ensure that patients' rights are maintained during the treatment process, including the right to 

accurate information, transparent procedures and fair dispute resolution. In the context of Medical Tourism, 

reputation plays a central role. A good reputation will attract more international patients and help build long-

term relationships with satisfied patients. However, reputation is also susceptible to negative changes due to bad 

patient experiences or violations of medical ethics. Therefore, efforts to prevent, manage and recover from 

adverse situations are very important in maintaining the industry's reputation.In the Indonesian context, 

harmonization between medical ethics regulations, licensing and consumer protection needs to be improved to 

create an environment that supports the sustainable growth of the Medical Tourism industry. The involvement of 

all stakeholders, including governments, medical institutions and medical professional associations, is key to 

achieving this goal. By maintaining service quality, high medical ethics, and effective consumer protection, 

Medical Tourism Indonesia can continue to develop and maintain a good reputation in the eyes of the 

international community. 

 

Keywords: Trust, Indonesian medical tourism, medical ethics, consumer protection 

 

Abstrak, Makalah ini membahas tentang upaya dalam memelihara kepercayaan dan reputasi industri Medical 

Tourism di Indonesia. Industri ini telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, dengan banyak pasien 

internasional yang datang ke Indonesia untuk mendapatkan perawatan medis. Keberhasilan industri ini sangat 

bergantung pada kepercayaan konsumen terhadap kualitas pelayanan medis dan perlindungan yang mereka 

terima selama proses perawatan.Regulasi etika medis, perijinan, dan perlindungan konsumen memiliki peran 

kunci dalam memastikan bahwa pasien internasional mendapatkan perawatan yang aman, berkualitas, dan etis di 

Indonesia. Regulasi etika medis akan mengatur perilaku para profesional medis dan mengarahkan standar 

pelayanan yang harus dipatuhi. Perijinan berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan pengendalian kualitas 

fasilitas medis serta praktik medis yang ada. Sementara itu, perlindungan konsumen menjadi penting untuk 

memastikan hak-hak pasien terjaga selama proses perawatan, termasuk hak atas informasi yang akurat, prosedur 

yang transparan, dan penyelesaian sengketa yang adil. Dalam konteks Medical Tourism, reputasi memainkan 

peran sentral. Reputasi yang baik akan menarik lebih banyak pasien internasional dan membantu membangun 

hubungan jangka panjang dengan pasien yang puas. Namun, reputasi juga rentan terhadap perubahan negatif 

akibat pengalaman buruk pasien atau pelanggaran etika medis. Oleh karena itu, upaya pencegahan, penanganan, 

dan pemulihan dari situasi-situasi yang merugikan sangat penting dalam menjaga reputasi industri. Dalam 

konteks Indonesia, harmonisasi antara regulasi etika medis, perijinan, dan perlindungan konsumen perlu 

ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan industri Medical 

Tourism. Keterlibatan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga medis, dan asosiasi profesi 

medis, menjadi kunci dalam mencapai tujuan ini. Dengan menjaga kualitas pelayanan, etika medis yang tinggi, 

dan perlindungan konsumen yang efektif, Medical Tourism Indonesia dapat terus berkembang dan menjaga 

reputasi yang baik di mata komunitas internasional. 

 

Kata kunci : Kepercayaan, Medical tourism Indonesia, Etika medis, Perlindungan konsumen 
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A. LATAR BELAKANG 

 Medical tourism, atau turisme medis, mengacu pada fenomena di mana seseorang 

melakukan perjalanan lintas negara atau daerah untuk mendapatkan perawatan medis atau  

prosedur medis tertentu. Fenomena ini telah berkembang pesat dalam beberapa tahun 

terakhir, dengan banyak negara yang menawarkan layanan medis berkualitas tinggi dengan 

biaya lebih terjangkau daripada yang tersedia di negara asal pasien. Indonesia, dengan 

potensialam dan sumber daya medis yang kaya, juga tidak luput dari tren ini. 

Peluang Medical Tourism di Indonesia: 

1.  Sumber daya alam yang  kaya,  Indonesia memiliki kekayaan alam dan sumber daya alam 

yang unik, seperti spa alam, ramuan tradisional, dan terapi alam lainnya yang menarik 

minat wisatawan medis. 

2.  Biaya yang bersaing, Biaya perawatan medis di Indonesia cenderung lebih rendah 

dibandingkan dengan negara-negara Barat, sehingga menarik bagi pasien dari luar negeri 

yang mencari perawatan berkualitas tanpa harus membayar mahal. 

3.  Kualitas layanan medis, Seiring dengan perkembangan sector kesehatan, banyak rumah 

sakit dan klinik di Indonesia telah mengembangkan fasilitas dan layanan medis berkualitas 

tinggi dengan teknologi mutakhir. 

4.  Pariwisata dan kesehatan, Kombinasi antara layanan medis berkualitas dan daya tarik 

pariwisata Indonesia, seperti pantai, budaya, dan alam, dapat menjadikan pengalaman 

medis lebih menarik bagi wisatawan. 

Tantangan medical tourism di Indonesia: 

1.  Regulasi dan standar, Tantangan utama dalam mengembangkan medical tourism 

adalah memastikan bahwa fasilitas medis mematuhi standar internasional dan memiliki 

regulasi yang jelas untuk memastikan keselamatan dan kualitas pasien. 

2.  Infrastruktur dan aksesibilitas, Meskipun telah ada peningkatan dalam infrastruktur 

kesehatan, masihada wilayah di Indonesia yang sulit diakses, terutama bagi pasien 

asing yang memerlukan perawatan medis di luar kota-kota besar. 

3.  Keamanan data Pasien, Medical tourism melibatkan pertukaran informasi medis 

sensitif, yang memerlukan perlindungan data pasien yang kuat untuk mencegah 

pelanggaran privasi. 

4.  Kualitas layanan kesehatan yang konsisten, Penting untuk memastikan bahwa kualitas 

layanan kesehatan dijaga secara konsisten di berbagai tempat untuk membangun 

reputasi positif dalam medical tourism. 
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5.  Perubahan kebijakan: Perubahan dalam kebijakan pemerintah atau masalah politik 

dapat mempengaruhi kemudahan dan daya tarik medical tourism. 

Dari perspektif hukum, pemerintah Indonesia perlu mengatasi berbagai tantangan ini 

dengan merancang dan mengimplementasikan kerangka regulasi yang kokoh. Regulasi 

tersebut harus mencakup izin, lisensi, standar kualitas, perlindungan data pasien, dan hokum 

kontrak antara pasien dan penyedia layanan kesehatan. Dengan demikian, peluang yang 

dihadirkan oleh medical tourism dapat dioptimalkan sambil tetap memastikan keselamatan, 

kualitas, dan kepercayaan pasien. 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berikut adalah beberapa rumusan masalah mengenai “Peluang dan Tantangan Medical 

Tourism dari Perspektif Hukum di Indonesia": 

1.  Bagaimana regulasi hukum yang ada di Indonesia mengatur praktik medical tourism, 

termasuk izin operasional, standar kualitas, dan perlindungan data pasien? 

2.  Bagaimana upaya hukum Indonesia dalam menjaga kepercayaan dan reputasi medical 

tourism di mata pasien internasional, terutama mengenai standar etika medis, perijinan, 

dan perlindungan konsumen? 

 Rumusan masalah-masalah ini dapat menjadi landasan untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut tentang peluang dan tantangan medical tourism dari perspektif hukum di 

Indonesia. 

C. TUJUAN PENELITIAN 

 Tujuan penelitian dalam makalah dengan judul tersebut adalah untuk 

mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan langkah-langkah yang diperlukan untuk 

memelihara kepercayaan dan reputasi industri pariwisata medis (medical tourism) di 

Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah pada tiga aspek penting, yaitu regulasi etika 

medis, perijinan, dan perlindungan konsumen dalam konteks layanan pariwisata medis. 

Dalam konteks ini, tujuan-tujuan khusus penelitian mungkin meliputi: 

1.  Menganalisis regulasi etika medis, Membahas dan mengevaluasi regulasi yang berlaku 

di Indonesia terkait etika medis dalam konteks layanan pariwisata medis. Tujuan ini 

bertujuan untuk memastikan bahwa praktik medis yang dilakukan dalam kerangka 

pariwisata medis sesuai dengan standar etika yang berlaku. 

2.  Mengkaji perijinan, Meneliti proses perijinan dan akreditasi yang diperlukan bagi 

fasilitas kesehatan dan penyedia layanan medis yang berpartisipasi dalam pariwisata 

medis. Tujuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa fasilitas-fasilitas ini memenuhi 

standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan. 
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3.  Mengidentifikasi perlindungan konsumen, Menganalisis mekanisme perlindungan 

konsumen yang ada, termasuk hak-hak pasien, informasi yang diberikan kepada pasien, 

dan prosedur penyelesaian sengketa. Tujuan ini adalah untuk memastikan bahwa pasien 

yang datang untuk perawatan medis di Indonesia mendapatkan perlindungan yang 

memadai dan transparansi dalam pengalaman mereka. 

4.  Merumuskan rekomendasi, Berdasarkan analisis terhadap regulasi etika medis, 

perijinan, dan perlindungan konsumen, tujuan ini adalah untuk merumuskan 

rekomendasi dan langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh pemerintah, 

lembaga terkait, dan industri pariwisata medis untuk memelihara dan meningkatkan 

kepercayaan serta reputasi layanan pariwisata medis di Indonesia. 

5.  Mengukur efektivitas langkah-langkah, Jika memungkinkan, penelitian ini juga dapat 

bertujuan untuk mengukur efektivitas langkah-langkah yang diimplementasikan dalam 

memelihara kepercayaan dan reputasi pariwisata medis di Indonesia. Ini bisa dilakukan 

melalui analisis data, studi kasus, atau survei terhadap pasien medis pariwisata. 

 Penting untuk diingat bahwa tujuan penelitian ini berfokus pada pembahasan dan 

peningkatan aspek regulasi, etika, dan perlindungan dalam industri pariwisata medis di 

Indonesia. Dengan memahami dan mengatasi masalah-masalah ini, diharapkan bahwa 

industri ini dapat berkembang dengan cara yang bertanggung jawab, aman, dan terpercaya, 

yang pada akhirnya akan mendukung reputasi dan keberlanjutan layanan pariwisata medis 

di negara tersebut. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

 Penelitian dengan judul "Memelihara Kepercayaan dan Reputasi Medical Tourism 

Indonesia: Regulasi Etika Medis, Perijinan, dan Perlindungan Konsumen" memiliki 

sejumlah manfaat yang penting, baik bagi industri pariwisata medis itu sendiri maupun 

bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Beberapa manfaat utama dari penelitian ini 

meliputi: 

1.  Meningkatkan kualitas pelayanan medis; Dengan menerapkan regulasi yang ketat 

terkait etika medis, perijinan, dan perlindungan konsumen, pelayanan medis di sektor 

pariwisata medis dapat meningkat secara signifikan. Hal ini akan berdampak positif 

pada pengalaman pasien dan memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan 

standar medis yang tinggi. 

2.  Meningkatkan kepercayaan pasien: Dengan adanya regulasi yang jelas dan prosedur 

perlindungan konsumen yang kuat, pasien lokal maupun internasional akan merasa 
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lebih percaya untuk mendapatkan perawatan medis di Indonesia. Kepercayaan yang 

tinggi ini penting untuk menjaga dan meningkatkan jumlah pasien medis pariwisata. 

3.  Mendorong pertumbuhan industri pariwisata medis: Dengan adanya regulasi dan 

perlindungan yang kuat, Indonesia dapat menjadi tujuan yang lebih menarik bagi 

wisatawan medis dari berbagai belahan dunia. Ini dapat meningkatkan pertumbuhan 

industri pariwisata medis, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi pada 

perekonomian negara. 

4.  Meningkatkan reputasi negara: Dengan memiliki regulasi etika medis yang ketat dan 

perlindungan konsumen yang efektif, Indonesia dapat membangun reputasi sebagai 

destinasi pariwisata medis yang andal dan berkualitas tinggi. Ini akan memberi dampak 

positif pada citra dan reputasi negara di mata dunia internasional. 

5.  Mengurangi risiko hukum dan kontroversi: Dengan memiliki kerangka regulasi yang 

kuat, risiko masalah hukum dan kontroversi dalam industri pariwisata medis dapat 

berkurang. Pasien dan penyedia layanan medis akan memiliki pedoman yang jelas 

untuk menghindari masalah yang dapat merugikan kedua belah pihak. 

6.  Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas: Regulasi etika medis yang kuat akan 

mendorong praktik medis yang transparan dan akuntabel. Ini akan memastikan bahwa 

pasien memiliki informasi yang tepat tentang perawatan yang mereka terima dan hak-

hak mereka sebagai konsumen. 

7.  Melindungi kesejahteraan pasien: Dengan adanya perlindungan konsumen yang efektif, 

pasien akan mendapatkan perlindungan terhadap praktik-praktik yang merugikan dan 

penyalahgunaan dalam lingkungan perawatan medis. 

8.  Memberi dorongan untuk inovasi medis: Dengan adanya regulasi yang jelas, perijinan 

yang terstandarisasi, dan perlindungan konsumen yang kuat, industri pariwisata medis 

dapat memberi dorongan bagi inovasi medis yang lebih lanjut dalam upaya 

meningkatkan kualitas pelayanan. 

 Dengan demikian, penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan manfaat jangka 

panjang yang signifikan bagi perkembangan positif industri pariwisata medis di Indonesia, 

serta menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat dalam layanan medis yang diberikan. 
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III. PEMBAHASAN  

  Regulasi hukum yang mengatur praktik medical tourism di Indonesia melibatkan 

sejumlah aspek penting, termasuk izin operasional, standar kualitas, dan perlindungan data 

pasien. Sebagaimana diatur dalam UU Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. Konsumen adalah setiap orang yang pemakai barang dan /atau jasa 

yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun 

makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam Pasal 1 ayat 1 disebutkan 

Perlindungan konsumen adalah segalau paya yang menjamin adanya kepastian hokum untuk 

member perlindungan kepada konsumen. Berikut adalah rincian pembahasan mengenai 

masing-masing aspek tersebut: 

A. Izin Operasional 

 Regulasi hokum terkait izin operasional untuk penyedia layanan medis dalam konteks 

medical tourism diatur oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan-

peraturan ini menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh fasilitas kesehatan  yang 

ingin menyediakan layanan  bagi pasien internasional. Beberapa hal yang diatur dalam 

regulasi ini meliputi: 

1.  Izin praktik kedokteran, Penyedia layanan medis, termasuk dokter dan tenaga medis 

lainnya, harus memiliki izin praktik yang sah dan sesuai dengan regulasi Indonesia. 

2. Izin operasional fasilitas medis, Rumah sakit, klinik, atau pusat medis lainnya harus 

memperoleh izin operasional dari otoritas yang berwenang, seperti Kementerian 

Kesehatan. 

3.  Pendaftaran  pusat  kesehatan Internasional, Fasilitas yang mengkhususkan diri dalam 

medical tourism dapat mendaftarkan diri sebagai Pusat Kesehatan Internasional untuk 

mendapatkan pengakuan khusus dari pemerintah. 

B.  Standar Kualitas 

Regulasi hukum juga menetapkan standar kualitas yang harus dipatuhi oleh penyedia 

layanan medis dalam praktik medical tourism. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa 

pasien mendapatkan perawatan medis yang aman dan berkualitas. Beberapa aspek yang 

diatur dalam regulasi ini meliputi: 

1.  Standar pelayanan medis, Penyedia layanan medis harus mematuhi standar  pelayanan 

medis yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan, termasuk dalam hal diagnosis, 

perawatan, dan pemulihan pasien. 
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2.  Standar  keamanan  pasien, Regulasi mengatur perlunya menjaga keamanan pasien, 

termasuk dalam hal penggunaan teknologi medis, sterilisasi, dan pengelolaan limbah 

medis. 

3.  Standar etika kedokteran, Penyedia layanan medis diwajibkan mematuhi standar etika 

kedokteran dalam memberikan perawatan kepada pasien, termasuk dalam hal informasi 

yang jujur dan transparan kepada pasien. 

C. Perlindungan Data Pasien 

Perlindungan data pasien menjadi semakin penting dalam era digital dan pertukaran 

informasi medis lintas negara. Beberapa aspek yang data pasien dalam praktik medical 

tourism adalah: 

1. Kerahasiaan data medis, Penyedia layanan medis harus menjaga kerahasiaan informasi  

medis  pasien, termasuk data diagnosa, rekam medis, dan informasi pribadi lainnya. 

2.  Persetujuan pasien, Pasien harus memberikan persetujuan tertulis sebelum data medis 

mereka digunakan atau dibagikan, terutama jika melibatkan pertukaran data lintas 

negara. 

3.  Keamanan teknologi, Regulasi hukum juga dapat mengharuskan penyedia layanan 

medis untuk menjaga keamanan teknologi informasi yang digunakan untuk menyimpan 

dan mengelola data pasien. 

  Dalam rangka mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam praktik medical 

tourism, regulasi hukum yang ada di Indonesia haruslah selaras dengan perkembangan global 

dan kebutuhan pasien.  Selain itu, implementasi dan penegakan regulasi ini juga sangat 

penting agar pelaksanaan medical tourism dapat berlangsung dengan transparan, aman, dan 

berkualitas, sehingga menjaga reputasi baik Indonesia di mata pasien internasional. Upaya 

hukum Indonesia dalam menjaga kepercayaan  dan reputasi medical tourism di mata pasien 

internasional melibatkan aspek-aspek penting seperti standar etika medis, perijinan, dan 

perlindungan konsumen. Berikut adalah pembahasan lebih lanjut mengenai masing-masing 

aspek tersebut: 

A. Standar Etika Medis 

Upaya hukum Indonesia dalam menjaga kepercayaan dan reputasi medical tourism dapat 

dimulai dengan mengedepankan standar etika medis yang tinggi. Regulasi hukum harus 

mengharuskan penyedia layanan medis untuk mematuhi kode etik kedokteran dan prinsip-

prinsip medis yang diakui secara internasional. Beberapa langkah yang dapat diambil 

adalah: 
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1. Penegakan etika medis, Regulasi harus mengatur sanksi bagi penyedia layanan medis 

yang melanggar standar etika medis, seperti memberikan perawatan yang tidak sesuai 

atau tidak etis. 

2. Transparansi informasi, Pasien harus diberikan informasi yang jelas dan jujur tentang 

diagnosis, prosedur medis, risiko, dan alternative perawatan. Ini akan membangun 

kepercayaan dan memastikan pasien membuat keputusan yang informan. 

B.  Perijinan 

Kepercayaan pasien internasional dapat dipertahankan melalui perijinan yang ketat dan 

prosedur yang transparan untuk penyedia layanan medis di Indonesia. Langkah-langkah 

yang perlu diambil meliputi: 

1.  Izin operasional, Penyedia layanan medis harus menjalani proses perijinan yang ketat 

dan mengikuti persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan. Ini akan 

memastikan bahwa hanya fasilitas yang memenuhi standar yang dapat berpartisipasi 

dalam medical tourism. 

2. Audit dan pemantauan, Otoritas kesehatan perlu melakukan audit dan pemantauan 

secara rutin terhadap penyedia layanan medis untuk memastikan bahwa standar yang 

diberlakukan terus dipatuhi. 

C. Perlindungan Konsumen 

Perlindungan konsumen merupakan aspek kunci dalam membangun kepercayaan pasien 

internasional terhadap medical tourism di Indonesia. Regulasi perlindungan konsumen 

harus mencakup: 

1.  Kontrak yang jelas, Kontrak antara pasien dan penyedia layanan medis harus jelas dan 

menyertakan informasi mengenai biaya, prosedur medis, risiko, dan hak serta 

kewajiban masing-masing pihak. 

2.  Penyelesaian sengketa, Regulasi harus memberikan mekanisme yang efektif untuk 

menyelesaikan sengketa antara pasien dan penyedia layanan medis, termasuk melalui 

lembaga penyelesaian sengketa yang independen. 

D. Pengawasan dan Sertifikasi 

Pemerintah Indonesia perlu memastikan bahwa lembaga-lembaga yang terlibat dalam 

medical tourism menjalani proses sertifikasi dan pengawasan yang ketat.  

Ini mencakup: 

1.  Sertifikasi kualitas, Penyedia layanan medis dapat memperoleh sertifikasi kualitas yang 

membuktikan bahwa mereka memenuhi standar tertentu dalam layanan medis dan 

etika. 
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2.  Evaluasi Rutin, Penyedia layanan medis harus menjalani evaluasi rutin untuk 

memastikan bahwa standar kualitas dan etika tetap terjaga. 

  Melalui upaya-upaya hukum ini, Indonesia dapat membangun citra yang positif 

sebagai tujuan medical tourism yang aman, berkualitas, dan dapat diandalkan di mata pasien 

internasional. Dengan mengutamakan etika medis, transparansi, perlindungan konsumen, dan 

prosedur perijinan yang ketat, Indonesia dapat membentuk fondasi yang kuat bagi 

pengembangan sektor medical tourism. 

 

IV. METODE PENELITIAN 

 Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian dengan judul "Memelihara 

Kepercayaan dan Reputasi Medical Tourism Indonesia: Regulasi Etika Medis, Perijinan, dan 

Perlindungan Konsumen" harus dirancang dengan cermat agar dapat menghasilkan data yang 

akurat dan relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Berikut adalah beberapa langkah 

yang dapat diambil dalam merancang metode penelitian untuk studi ini: 

a.  Peninjauan pustaka dan kerangka teoritis 

 Langkah awal adalah melakukan peninjauan pustaka yang komprehensif tentang topik-

topik terkait, termasuk regulasi etika medis, perijinan dalam industri pariwisata medis, dan 

perlindungan konsumen.  

b.  Desain penelitian 

  Mengingat karakteristik penelitian yang melibatkan analisis regulasi dan kebijakan, 

pendekatan penelitian yang cocok adalah studi kebijakan atau analisis dokumen. 

c.  Analisis kebijakan 

 Melakukan analisis kebijakan untuk mengidentifikasi regulasi dan kebijakan yang ada 

terkait etika medis, perijinan, dan perlindungan konsumen dalam industri pariwisata medis 

di Indonesia. 

d.  Studi kasus 

Menggunakan studi kasus dari beberapa penyedia layanan medis dan pasien yang terlibat 

dalam pariwisata medis. Studi kasus ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang 

bagaimana regulasi, perijinan, dan perlindungan konsumen diterapkan dalam praktik 

sehari-hari. 

e.  Wawancara 

 Melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat, termasuk penyedia layanan 

medis, pasien, perwakilan lembaga pemerintah terkait, dan ahli dalam bidang etika medis 



 
 
 

e-ISSN: 3063-797X, p-ISSN: 3063-7805, Hal. 28-39 

37 
 

 
 

 

dan regulasi kesehatan. Wawancara akan memberikan pandangan yang beragam dan 

mendalam tentang isu-isu yang berkaitan. 

 

V. PENUTUP 

 Kesimpulan 

 Dalam upaya mengembangkan medical tourism, Indonesia telah mengambil 

langkah-langkah penting dalam merancang regulasi hukum yang mencakup aspek etika 

medis, perijinan, dan perlindungan konsumen. Kesimpulan dari  pembahasan ini 

menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga 

kepercayaan dan reputasi dalam industri medical tourism. Regulasi ini menjadi landasan 

penting untuk memastikan bahwa pasien internasional mendapatkan perawatan medis yang 

berkualitas, aman, dan transparan di tanah air. Standar etika medis menjadi fondasi yang tak 

tergantikan dalam menjaga kualitas pelayanan medis dan kepercayaan pasien. Melalui 

penegakan standar etika kedokteran, seperti transparansi informasi dan perlakuan adil 

terhadap pasien, Indonesia mengirimkan pesan bahwa professional medis di negara ini 

berkomitmen untuk memberikan perawatan yang memprioritaskan kepentingan pasien. 

 

Dalam hal perijinan, penerapan regulasi yang ketat dan prosedur yang transparan 

merupakan langkah positif untuk memastikan bahwa hanya fasilitas medis yang memenuhi 

standar yang dapat berpartisipasi dalam medical tourism. Dengan demikian, regulasi ini 

membentuk barisan pertahanan untuk menghindari risiko penggunaan fasilitas medis yang 

tidak memadai. 

Perlindungan konsumen, termasuk pengaturan kontrak yang jelas dan mekanis 

mepenyelesaian sengketa yang efektif, adalah wujud tanggungjawab pemerintah terhadap 

keselamatan dan kenyamanan pasien internasional. Dalam dunia yang semakin terhubung dan 

bergerak lintas batas, regulasi perlindungan konsumen menjadi aspek krusial dalam 

membangun kepercayaan jangka panjang. Keseluruhan, upaya hukum yang dilakukan 

Indonesia dalam menjaga kepercayaan dan reputasi medical tourism menunjukkan komitmen 

untuk memberikan layanan medis yang berkualitas tinggi dan aman bagi pasien internasional. 

Dengan mempertimbangkan aspek etika medis, perijinan, dan perlindungan konsumen, 

Indonesia bergerak menuju citra sebagai destinasi medical tourism yang terpercaya, beretika, 

dan berkualitas di mata dunia. 

 

 



 
 

Memelihara Kepercayaan Dan Reputasi Medical Tourism Indonesia: Regulasi Etika Medis, Perijinan, 
 Dan Perlindungan Konsumen 

38 Perspektif Administrasi Publik dan hukum - VOLUME. 1, NO. 3 JULI 2024 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Ameln, Fred. 1991. Kapita Selekta Hukum Kedokteran. Jakarta: Grafikatama Jaya. 

Anggriani, Riati. 2007. Aspek Hukum Dan Disiplin Profesi Terhadap Tuntutan Pasien Atas 

Dugaan Malpraktik Menurut Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik 

Kedokteran, Tesis UGM. Jogjakarta. 

Badrulzaman, Mariam Darus. 1994. Aneka Hokum Bisnis. Bandung: Alumni. 

———. 2001. Kompilasi Hokum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti. 

Chandrawila Supriadi, Wila. 2001. Hokum Kedokteran. Bandung: Mandar Maju. 

Guwandi, J. 1994. Kelalaian Medik. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas 

Indonesia. 

Herkutanto, Soerjono Soekanto. 1987. Pengantar Hokum Kesehatan. Bandung: Remadja 

Karya. 

Koeswadji, Hermien Hadiati. 2002. Hokum Untuk Perumahsakitan. Bandung: Citra Aditya 

Bhakti. 

Komalawati, Veronica. 2002. Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik 

(Persetujuan Dalam Hubungan Dokter Dan Pasien); Suatu Tinjauan Yuridis. 

Bandung: Citra Aditya Bhakti. 

Masjchsoen, Sofwan Sri Soedewi. Tidak ada informasi lengkap yang diberikan. 

Mertokusumo, Sudikno. 1999. Mengenal Hukum; Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty. 

———. 2000. Penemuan Hukum; Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty. 

Sampurna, Budi. 2005. “Aspek Mediko legal Pelayanan Medik Masa Kini Dan Kaitannya 

Dengan Manajemen Risiko Klinik”. Makalah, tidak diterbitkan. 

Setiawan, R. 1994. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung: Bina Cipta. 

Shofie, Yusuf. 2002. Perlindungan Konsumen Dan Instrument-Instrumen Hukumnya. 

Bandung: Citra Aditya Bhakti. 

Soekanto, Soerjono dan Kartono Muhamad. 1983. Aspek Hukum Dan Etika Kedokteran Di 

Indonesia. Jakarta: Grafiti Press. 

Soekanto, Soerjono. 1989. Aspek Hukum Kesehatan; Suatu Kumpulan Catatan. Jakarta: IND-

HILL.Co. 

Yuliati. 2005. Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Undang-Undang RI 

Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Berkaitan Dengan Malpraktik. 

Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 

 



 
 
 

e-ISSN: 3063-797X, p-ISSN: 3063-7805, Hal. 28-39 

39 
 

 
 

 

Referensi Tambahan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585/MEN.KES/Per/IV/1989. 

 

 


